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BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
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BUPATI NATUNA,

bahwa belum terdapat tuntutan yang mengatur
tentang tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga
maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten

Natuna;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Natuna Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik
Daerah Kabupaten Natuna.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan
Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun
1996 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian

Negara dijajaran Departemen Dalam Negeri;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997
tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Keuangan dan Barang Daerah;

Peraturan badan Pemeriksa Keuangan nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian ganti

kerugian Negara terhadap Bendahara;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014

Nomor 7).

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun
2014 Nomor 53);



Menetapkan

PARAF KOORD INASI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN
NATUNA.
Pasal I
1. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) diubah sehingga Pasal 32

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dapat
dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau
Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.

(2) Apabila pelaku TGR ingkar janji (wanprestasi)
atau tidak pernah memenuhi panggilan Majelis
TP-TGR selama 2 (dua) kali persidangan atas
penyelesaian TGR, maka Bupati atas
pertimbangan Majelis TP-TGR memutuskan
bahwa tagihan akan/telah menjadi macet
sehingga dapat dilakukan tagihan melalui

lembaga/instansi yang berwenang.

2. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) diubah sehingga Pasal 33
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Penyelesaian kerugian daerah melalui TGR
diutamakan melalui upaya damai oleh
Inspektorat kepada Pegawai/ahli waris yang
mengakibatkan kerugian daerah baik dibayar
langsung tunai atau melalui angsuran paling
lama 2 (dua) tahun.
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Penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan setelah hasil
pemeriksaan Inspektorat menyatakan bahwa
pelaku TGR terbukti melakukan perbuatan
melawan hukum sehingga menyebabkan
kerugian daerah baik sengaja atau telah lalai,
dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanggung
Jawab Mutlak (SKTJM) untuk Pegawai bukan
Bendahara/Penyimpan Barang, khusus untuk
Pejabat lain/Pihak Ketiga dengan menerbitkan
Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan
Ganti Rugi (SPKG).

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
(SKTJM) atau Surat Penyataan Kesanggupan
Menyelesaikan Ganti Rugi (SPKG) dikeluarkan
oleh Inspektorat setelah mendapat Keputusan
Penetapan Tuntutan Ganti Rugi oleh Majelis
Pertimbangan.

Dalam hal pelaku TGR/ahli waris yang dituntut
ganti rugi tersebut telah menandatangani SKTJM,
maka yang bersangkutan wajib menyerahkan
jaminan kepada majelis Pertimbangan, antara lain
dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. surat kuasa pemotongan gaji;

b. bukti kepemilikan barang dan/atau
kekayaan lain atas nama pegawai yang
dikenai TGR;



PARAF KOORDINASI

o

5

©6)

(7)

c. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan
barang atau kekayaan lain dari pelaku
TGR/ahli waris yang dikenai TGR.

Penyelesaian Tuntutanan Ganti Rugi dengan
cara mengangsur bagi Pelaku Tuntutan Ganti
Rugi Non PNS Pemerintah Daerah dilakukan
dengan cara menyetorkan angsuran langsung ke

rekening kas daerah.

Apabila Pelaku TGR/ahli waris tidak dapat
melaksanakan pembayaran angsuran dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan dalam
SKTJM/SPKG sebagaimana dimaksud ayat (1),
maka barang jaminan pembayaran angsuran
dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Format Surat Pernyataan Kesanggupan
Menyelesaikan Ganti Rugi (SPKG) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

Mengubah Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati
Natuna Nomor 17 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan
Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Milik Daerah
Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2016 Nomor 17) sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 20 warel 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,
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WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 17
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